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BAB I  

PENDAHULUAN  
 

 

A.  Lata r Belakang   
Presiden mempunyai kekuasaan penyelengaraan 

pemerintahan bersifat umum dan kekuasaan pemerintahan 

yang besifat khusus. 1 Kekuasaan penyelenggaraan 

pemerintahan yang bersifat umum adalah kekuasaan 

menyelenggarakan administrasi negara, sedangkan  

kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat 

khusus adalah penyelenggaraan tugas dan wewenang 

pemerintahan secara konstitusional berada di tangan 

Presiden pribadi yang memiliki sifat prerogatif, antara lain 

kekuasaan untuk memberikan grasi, amnesti , abolisi dan 

rehabilitasi. 2  

Pelaksanaan kekuasaan presiden yang diberikan 

konstitusi bersifat  prerogatif tersebut harus sejalan dengan 

pembangunan hukum yang menjunjung tinggi hak asasi 

manusia serta menjamin segala warga negara bersamaan 

kedudukannya di  dalam hukum dan pemerintahan dan 

wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan 

tidak ada kecualinya. Sehingga pada akhirnya akan 

terwujud masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan 

Pancasila dan Undang -Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945.   

 
1 Bagir Manan, Lembaga Kepresidenan. Cet.Ke-2 (Yogyakarta:UII Press,2003)hal.12  
2 Dhian Deliani, Pelaksanaan Kekuasaan Presiden dalam Pemberian Grasi: Studi terhadap  

                  Pemberian Grasi oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Tahun 2004 s/d 2010,               
                  Fakultas Hukum Universitas Indonesia,   Tahun 2011. hal. 15 
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Dalam 14 UUD NRI Tahun 1945  kekuasaan Presiden  

yang diberikan konstitusi bersifat  prerogatif  untuk memberi 

grasi, rehabilitasi, amnesti dan abolisi  terdapat dalam Pasal 

14 ,  berbunyi:  

(1) Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan 

memperhatikan perti mbangan Mahkamah Agung.  

(2) Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan 

memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.  

Pengaturan tersebut menegaskan  bahwa pelaksanaan 

kekuasaan presiden dalam pemberian grasi, amnesti, abolisi 

dan rehabilitasi dijalankan dengan memperhatikan 

pertimbangan lembaga lain yaitu, DPR untuk amnesti dan 

abolisi, dan Mahkamah Agung untuk grasi dan rehabilitasi.  

Ketentuan tentang grasi awalnya diatur dalam UU 

Nomor 3 Tahun 1950 tentang Permohonan Grasi ,3 yang 

kemudian dicabut dan d iubah dengan UU Nomor 22 Tahun 

2002 tentang Grasi 4 yang kemudian diubah sebagian 

dengan UU Nomor 5 tahun 2010 tentang Grasi. 5 UU Grasi 

mengatur antara lain definisi grasi yaitu pengampunan 

berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau 

penghapusan pelaksa naan pidana kepada terpidana yang 

diberikan oleh Presiden. Selain memberikan definisi  grasi, 

UU Grasi juga mengatur mengenai mekanisme atau tata 

cara pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian 

permohonan grasi, hingga obyek dan akibat dari pemberian 

grasi. Namun, dalam pelaksanaanya masih terdapat 

beberapa hal yang belum memenuhi kepastian hukum 

sehingga perlu untuk diubah seperti belum dipatuhinya 
 

3 UU Nomor 3 Tahun 1950 tentang Permohonan Grasi (Lembaran Negara Republik  
                Indonesia Serikat Tahun 1950 Nomor 40 ) 

4 UU Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  
                2002 Nomor   108 ) 

5 UU Nomor 5 Tahun 2010  Tentang  Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22  Tahun  
                2002 Tentang  Grasi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 100) 
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jangka waktu dalam setiap tahapan penyelesaian Grasi dan 

adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PU U-

XIII/2015 terkait dengan tenggang waktu permohonan grasi 

yang berdampak pada perubahan Pasal 7 ayat (2) UU no 5 

Tahun 2010.  

Pemberian grasi bukan merupakan campur tangan 

Presiden dalam bidang yudikatif, namun merupakan hak 

konstitusional presiden untuk memberikan pengampunan. 

Pemberian grasi bukan untuk melakukan penilaian 

terhadap putusan hakim, sehingga tidak menghilangkan 

kesalahan terpidana. Perlu dipertegas juga bahwa dalam 

mengabulkan permohonan grasi, Presiden bisa memutus 

dengan pandangan berbeda  dengan Mahkamah Agung.. Hal 

lain yang perlu dipertegas bahwa Presiden bisa 

menggunakan hak tersebut dalam rangka mencapai tujuan 

negara untuk kesejahteraan, keadilan dan persatuan 

seluruh rakyat Indonesia dalam kerangka NKRI. Sehingga 

pemberian grasi tida k hanya pemenuhan hak terpidana saja 

namun diberikan dalam rangka pelaksanaan fungsi -fungsi 

publik atau sebagai  suatu  tindakan  untuk  kepentingan 

pemerintah  sebagai  penyelenggara  kesejahteraan umum 

untuk mencapai keadilan.  

Terkait dengan amnesti, abo lisi dan rehabilitasi  

hingga saat ini belum diatur secara tegas dalam sebuah 

undang -undang. 6 Pemerintah dalam menyelenggarakan 

Amnesti dan Abolisi selama ini hanya dapat mendasarkan 

pada UUD NRI Tahun 1945 walaupun Amnesti dan Abolisi 

 
6 Sebagai panduan bisa mengacu pada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat  
 Belanda, amnesti  adalah pengampunan atau penghapusan hukuman yang diberikan  
 kepala negara kepada seseorang  atau  sekelompok orang yang telah melakukan tindak 
pidana tertentu; Abolisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Belanda  adalah 
peniadaan peristiwa pidana. istilah ini digunakan untuk istilah penghapusan perbudakan 
di Amerika; Rehabilitasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Belanda  adalah 
pemulihan kepada kedudukan (keadaan, nama baik) yang dahulu (semula). 



Draft Naskah Akademik Rancangan Undang -Undang tentang Grasi, Amnesti, Abolisi dan  
Rehabilitasi  

4 
 

pernah diatur dalam UU Darurat yaitu UU darurat 11 tahun 

1954. Mengingat UU tersebut merupakan UU yang bersifat 

einmalig atau final karena hanya berlaku bagi subjek yang 

disebutkan dalam UU tersebut. 7 Namun dalam praktiknya 

UU ini masih sering dijadikan acuan pada saat presid en 

memberikan amnesti dan abolisi, ketentuan dalam UU 

tersebut yang sering diacu adalah hal yang berkaitan 

dengan akibat hukum pemberian amnesti maupun abolisi. 

Sedangkan terkait tata cara pengajuan permohonan dan 

jangka waktu selain tidak diatur dalam UU tersebut, tentu 

sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini dan berbeda 

dengan politik hukum dalam UUD NRI Tahun 1945 . 

Pengaturan yang ada saat ini dalam UUD NRI Tahun 1945 

berbeda dengan pengaturan dalam UU Darurat dimaksud, 

yaitu terkait mekanisme pe mberian amnesti dari presiden.  

Dalam UU Darurat dimaksud, presiden dapat memberikan 

amnesti setelah mendapat nasihat tertulis dan Mahkamah 

Agung yang diminta terlebih dahulu oleh kementerian 

terkait (dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia).  Sedangkan menurut UUD 1945 pasal 14 ayat 2, 

pemberian amnesti presiden harus dengan pertimbangan 

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). 8  

Terkait dengan Rehabilitasi sebagai kekuasaan 

Presiden yang diberikan konstitusi bersifat  prerogatif 

didasarkan kepada Pasal 14 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 ,  

terminologi hukum atau batasan pengertian hukum 

 
7 UU dimaksud dikeluarkan pada masa Republik Idonesia Serikat dan diperuntukan  

                kepada semua orang yang sebelum tanggal 27 Desember 1949 telah melakukan suatu  
                tindak pidana yang nyata  akibat dari persengketaan politik antara Republik Indonesia  

dan Kerajaan Belanda. ( Pasal 2 UU  Darurat Nomor 11 Tahun 1954)  
8 Dr Inosentius Samsul,S.H, M.Hum, Kepala Badan Keahlian DPR RI, Materi diskusi 
Penyusunan Perubahan Undang-Undang di Bidang Grasi, Amnesti, Abolisi dan 
Rehabilitasi. Diselenggarakan oleh Direktorat Pidana, Direktorat Jenderal Admnistrasi 
Hukum Umum  Kementerian Hukum dan HAM RI, Senin, 1 Maret 2021.  
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terhadap pengaturan rehabilitasi diatur dalam beberapa 

Peraturan perundang -undangan, salah satunya adalah 

terdapat dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang kitab 

undang -undang huku m acara pidana, dimana batasan 

pengertian hukum yang diberikan dalam KUHAP merupakan 

rehabilitasi dalam konteks sebagai suatu hak seorang untuk 

mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, 

kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan 

pada tingkat pe nyidikan, penuntutan atau peradilan karena 

ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan 

yang berdasarkan undang -undang atau karena kekeliruan 

mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. Selain 

dalam ketentuan KUHAP, pengertian rehabilitasi j uga 

terdapat dalam beberapa peraturan perundang -undangan 

yang menekankan adanya pemulihan terhadap subjek 

hukum pemohon rehabilitasi tersebut.  

Mengacu kondisi diatas, saat ini terhadap Rehabilitasi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 UUD NRI Tahun 

1945 me merlukan adanya pengaturan dalam bentuk UU 

terhadap rehabilitasi dalam rangka hak preogratif dimaksud, 

sebab dalam UUD NRI Tahun 1945 hanya memberi panduan 

pertimbangan dari Lembaga lain kepada Presiden dalam 

memberikan rehabilitasi. Sedangkan bagaimana ta ta cara 

serta jangka waktu maupun penyelesaian permohonan 

rehabilitasi belum ada pengaturan yang dapat menjadi  

dasar.  

Selama ini pengaturan penyelenggaraan grasi diatur 

dalam undang -undang, sehingga sebaiknya pelaksanaan 

kekuasaan Presiden yang diberikan  konstitusi bersifat  

prerogatif   dalam memberikan pengampunan baik berupa 

amnesti, abolisi dan rehabilitasi diatur juga dalam undang -

undang. Hal ini penting untuk diatur agar tidak 
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menimbulkan multiinterpretasi dan multitafsir dalam 

praktek pelaksanaan pem berian amnesti, abolisi dan 

rehabilitasi. Pengaturan tersebut diharapkan mampu 

memberi panduan antara lain mengenai  definisi amnesti, 

abolisi dan rehabilitasi terutama terkait dengan konteks 

mengenai kepentingan negara; persyaratan;  jangka waktu 

pengajua n; mekanisme; prosedur; kriteria dan lembaga yang 

terlibat dalam pelaksanaannya, termasuk kualifikasi tindak 

pidana apa saja yang dapat diberikan amnesti , abolisi dan 

rehabilitasi.  

Pemberian  grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitas oleh 

Presiden   member ikan gambaran terpenuhinya   hak   asasi   

sebagai warga negara dengan tercapainya rasa keadilan dan 

kepercayaan  bahwa  hak  asasi  sebagai    warga    negara 

masih dilindungi oleh negara. Sehingga perlu ditekankan 

bahwa pelaksanaan kekuasaan Presiden dal am memberikan 

grasi, rehabilitasi, amnesi dan abolisi harus didasarkan 

pada tujuan hukum dan keadilan.  

Berbagai  permasalahan  dalam  pengaturan  mengenai  

pelaksanaan  grasi,  amnesti,  abolisi  dan  rehabilitasi  di  

Indonesia  perlu  segera dicarikan  solusi  atau  pen yelesaian  

yang  komprehensif  dan  sesuai  dengan  kebutuhan  

masyarakat  yang  selaras  dengan  perlindungan  terhadap  hak  

asasi  manusia.  Salah  satu  wujud  nyata  untuk  melakukan  

perbaikan  regulasi  dimaksud  adalah  menyusun  sebuah  

rancangan  undang -undang  yang  menginteg rasikan  berbagai  

macam  pengaturan  tentang  grasi,  amnesti,  abolisi  dan  

rehabilitasi.  Pengaturan  tersebut  diharapkan  memberikan  

kepastian  hukum  dan  menjaga  rasa  keadilan  di  masyarakat  

yang  mengalami  dalam  mengajukan  grasi,  amnesti,  abolisi  

dan  rehabilitasi.  
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Pembaruan  terhadap  peraturan  perundang -undangan  

dalam  rangka  pembangunan  hukum  sangat  diperlukan.  

Karena  tanpa  pembaruan  dan  pembangunan  hukum  yang  

sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat  berpotensi  

menghambat  pembangunan  nasional.  Sehingga  perlu  

disiapkan  dengan  baik  rencana  penyusunan  Rancangan  

Undang -Undang  tentang  Grasi,  Amnesti,  Abolisi  dan  

Rehabilitasi  yang  didahului  dengan  melakukan  

pernyusunan  Naskah  Akademik  RUU tentang  Grasi,  

Amnesti,  Abolisi  dan  Rehabilitasi  sebagai  dasar  penyusunan  

dan  pembahasan  RUU dimaksud.    

 

B.  Identifikasi  Masalah  
Permasalahan  penyusunan Naskah Akademik 

Rancangan Undang -Undang (RUU) tentang Grasi, Amnesti, 

Abolisi dan Rahabilitasi adalah sebagai berikut:  

1.  Permasalahan  apa yang  dihadapi  terkait  dengan  

pelaksanaan  grasi,  amnesti,  abolisi  dan  rehabilitasi  di  

Indonesia?   

2.  Mengapa  perlu  Rancangan  Undang -Undang  tentang  

Grasi,  Amnesti,  Abolisi  dan  Rahabilitasi  sebagai  dasar  

pemecahan  masalah?  

3.  Apa yang  menjadi  pertimbangan/landasan  filosofis,  

sosiologis,  yuridis  terkait  pembentukan  Rancangan  

Undang -Undang  tentang  Grasi,  Amnesti,  Abolisi  dan  

Rahabilitasi?  

4.  Apa sasaran  yang  akan  diwujudkan,  ruang  lingkup  

pengaturan,  jangkauan  dan  arah  pengaturan  yang  

akan  diwujudkan  dalam  Rancangan  Undang -

Undangan  tentang  Grasi,  Amnesti,  Abolisi  dan  

Rahabilitasi  ? 
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C.  Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik  
Tujuan  dari  penyusunan  Naskah  Akademik  

Rancangan  Undang -Undang  tentang  Grasi,  Amnesti,  Abolisi  

dan  Rehabilitasi  adalah:  

1.  Merumuskan  permasalahan  yang  dihadapi  terkait  

dengan  Grasi,  Amnesti,  Abolisi  dan  Rehabilitasi  

2.  Merumuskan  alasan  pembentukan  Rancangan  

Undang -Undang  sebagai  dasar  hukum  tentang  Grasi,  

Amnesti,  Abolisi  dan  Rehabilitasi   

3.  Merumuskan  pertimbangan  atau  landasan  filosofis,  

sosiologis,  yuridis  pembentukan  Rancangan  Undang -

Undang  tentang  tentang  Grasi,  Amnesti,  Abolisi  dan  

Rehabilitasi   

4.  Merumuskan  sasaran  yang  akan  diwujudkan,  ruang  

lingkup  pengaturan,  jangkauan  dan  arah  pengaturan  

dalam  Rancangan  Undang -Undang  Grasi,  Amnesti,  

Abolisi  dan  Rehabilitasi   

Kegunaan  penyusunan  Naskah  Akademik  Rancangan  

Undang -Undang  tentang  Grasi,  Amnesti,  Abolisi  dan  

Rehabilitasi  sebagai  acuan  atau  referensi  penyusunan  dan  

pembahasan  Rancangan  Undang -Undang  Grasi,  Amnesti,  

Abolisi  dan  Rehabilitasi.   

 

D.  Metode  Penyusunan Naskah Akademik  
Penelitian  terhadap  permasalahan  gras i,  amnesti,  

abolisi  dan  rehabilitasi  di  Indonesia  pada  umumnya,  dan  

permasalahan  pelaksanaan  berbagai  peraturan  perundang -

undangan  mengenai  Grasi,  Amnesti,  Abolisi  dan  Rehabilitasi  

pada  khususnya , di lakukan  dengan  menggunakan  metode  

pendekatan  yuridis  norm atif.  Metode  ini  dilakukan  melalui  

studi  pustaka  yang  menelaah  data  sekunder,  berupa  

Peraturan  Perundang -undangan  atau  dokumen  hukum  
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lainnya,  dan  hasil  penelitian,  pengkajian,  serta  referensi  

lainnya  yang  berkaitan  dengan  masalah  yang  diidentifikasi.  

Metod e yuridis  normatif  ini  dilengkapi  dengan  diskusi  (focus  

group  discussion),  dan  rapat  dengan  stakeholder  terkait  

dalam  rangka  mempertajam  kajian  dan  analisis.  

Selain  itu  dilakukan  juga  pendekatan  komparatif,  

yang   dilakukan  dengan  membandingkan  secara  subst anstif  

pengaturan  dan  pelaksanaan  Grasi,  Amnesti,  Abolisi  dan  

Rehabilitasi  di  Indonesia  dengan  negara  lain.  Pengolahan  

data  dalam  naskah  ini  dilakukan  secara  kualitatif.  Bahan -

bahan  hukum  tertulis  yang  telah  terkumpul  diklasifikasikan  

sesuai  dengan  permasa lahan  yang  telah  diidentifikasi,  

kemudian  disusun  secara  sistematis  menjadi  dokumen  

naskah  akademik  yang  dapat  menjawab  permasalahan  yang  

diajukan.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Draft Naskah Akademik Rancangan Undang -Undang tentang Grasi, Amnesti, Abolisi dan  
Rehabilitasi  

11 
 

kepada DPR dan menetapkan peraturan 

pemerintah untuk menjalankan undang -undang 

sebagaim ana mestinya.  

2.  Pasal 10 UUD NRI Tahun 1945  : Presiden 

memegang kekuasaan yang tertingg i atas angkatan 

darat, angkatan laut, dan angkatan udara;  

3.  Pasal 11 (1) UUD NRI Tahun 1945 : Presiden dengan 

persetujuan DPR menyatakan perang, membuat 

perdamaian dan perjanjian dengan negara lain;  

4.  Pasal 12 UUD NRI Tahun 1945  : Presiden 

menyatakan keadaan b ahaya;  

5.  Pasal 13 ayat (1)  UUD NRI Tahun 1945 : Presiden 

mengangkat duta dan konsul  

6.  Pasal 14 ayat (1) (2) UUD NRI Tahun 1945 :  

(1) memberi grasi dan rehabilitasi dengan 

memperhatikan   

pertimbangan Mahkamah Agung  

(2)  memberi amnesti dan abolisi dengan 

memperhatika n  

          pertimbangan DPR  

7.  Pasal 15 UUD NRI Tahun 1945 : Presiden memberi 

gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lainnya;  

8.  Pasal 16 UUD NRI Tahun 1945 : Presiden 

membentuk dewan pertimbangan yang bertugas 

memberikan nasihat dan pertimbangan kepada 

Presiden;  

9.  Pasal UUD NRI Tahun 1945 : Presiden mengangkat 

menteri negara;  

10.  Pasal 24C ayat (3)  UUD NRI Tahun 1945 : 

mengajukan tiga orang Hakim Konstitusi  
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Serta beberapa Pasal lainnya yang ditujukan 

untuk memberikan batasan yang tegas terhadap 

kekuasaan maupun kew enangan Presiden.  

Dalam kaitannya dengan kekuasaan dan 

kewenangan, Prof. Bagir Manan memberikan 

pengertian yang berbeda antara wewenang dan 

kekuasaan. Wewenang dalam bahasa hukum tidak 

sama dengan kekuasaan (macht), dalam hal ini 

kekuasaan hanya menggambar kan hak untuk berbuat 

atau tidak berbuat. Hukum administrasi mengartikan 

bahwa wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban 

(rechten en plichten). Hak dimaksudkan dalam hal 

berkaitan dengan kebebasan untuk melakukan (tidak 

melakukan) atau menuntut pihak la in untuk 

melakukan (tidak melakukan) tindakan tertentu. 

Sedangkan, kewajiban dimaksudkan sebagai suatu 

keharusan untuk melakukan sesuatu (tidak 

melakukan) tindakan tertentu. Dengan demikian, 

wewenang dalam perspekti hukum administrasi 

negara adalah hak dan  kewajiban sekaligus tanggung 

jawab yang dimiliki oleh pejabat untuk 

menyelenggarakan urusan pemerintahan negara. 10  

Berdasarkan uraian tersebut maka terkait 

dengan pemberian ampunan yang merupakan hak 

kekuasaan dan kewenangan Presiden, perlu diatur 

bagaima na Presiden menjalankan kewenangannya 

 
 10 Kekuasaan dalam hukum adminitrasi memiliki tujuan utama, yakni untuk memberikan 
perlindungan terhadap setiap warga negara dari tindakan pemerintah. Perlindungan 
terhadap masyarakat dari tindakan tersebut, dapat dilakukan melalui pendekatan 
kekuasaan. Pendekatan kekuasaan berkaitan dengan wewenang yang diberikan menurut 
undang-undang berdasarkan asas legalitas atau asas rechmatigheid. Pendekatan ini 
menentukan kontrol pengawasan terhadap penggunaan kekuasaan. Bagir Manan, 
Wewenang Provinsi, Kabubapaten, dan Kota Dalam Otonomi Daerah, Makalah, Fakultas 
Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, 13 Mei 2000, hal. 1-2. 
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agar tercipta kepastian dan perlindungan hukum 

tanpa mengurangi hak dari kekuasaannya tersebut. 

Dalam konstitusi hanya menyebutkan bahwa Presiden 

memberi pengampunan dengan memperhatikan 

pertimbangan dari lembaga lain yaitu Mahkamah 

Agung dan DPR, namun tidak  mengatur mengenai 

tata cara pengajuan, mekanisme hingga waktu 

pengajuan permohonan sampai dengan 

dikeluarkannya keputusan presiden.  

Pengaturan secara terperinci kekuasaan 

Presiden dalam UUD NRI Tahun 1945 sebagaim ana 

diuraikan diatas penting untuk membatasi agar 

Presiden tidak berbuat melampaui wewenang atau 

bertindak sewenang -wenang namun dalam rangka 

melaksanakan pemerintahan dan sebagai kepala 

negara. Berdasarkan perincian kekuasaan tersebut, 

kekuasaan pemerinta han negara mencakup lingkup 

kewenangan di bidang: 11 

a. Kewenangan di bidang eksekutif, dilaksanakan 

dalam rangka  menyelenggarakan pemerintahan  

berdasarkan  konstitusi  (to govern  based  on the  

constitution ). Hal ini tercantum dalam Pasal 4 ayat 

(1) UUD NRI Tahun 1945 I yang menyatakan 

bahwa Presiden memegang kekuasaan 

pemerintahan menurut Undang -Undang Dasar. 

Pada kewenangan  ini  seluruh  kegiatan  

pemerintahan  yang  dilakukan  oleh  presiden  harus 

berdasarkan  kepada  kehendak  konstitusi  dan  
 

11 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Penerbit Sekretariat 
Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2005, hal.222-224 dalam Hasil 
Penelitian : Syarat Pemberian Grasi Dalam Perspektif Hukum  Konstitusi,  Pusat 
Penelitian, Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi 
[P4TIK] , Tahun 2016 
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peraturan  perundang -undangan  yang berlaku.  

Dalam  hal  ini  (kewenangan  eksekutif),  

kecenderungan  yang  biasa  terjadi disebut  dengan  

discretionary  power , yang  dibatasi  secara  sempit  

dalam  lingkup kewenangannya. (Pasal 4)  

b.  Kewenangan  di  bidang  legislatif,  bertujuan  untuk  

mengatur  kepentinga n umum  atau publik ( to 

regulate public affairs based on the law and the 

constitution ).  Kewenangan ini dinyatakan dalam 

Pasal 5 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang 

menyatakan bahwa Presiden berhak mengajukan 

rancangan undang -undang kepada Dewan 

Perwakilan Rak yat. Selanjutnya dalam Pasal 5 ayat 

(2) yang menyatakan bahwa Presiden menetapkan 

peraturan pemerintah untuk menjalankan undang -

undang sebagaimana mestinya. Dalam prinsip 

pemisahan kekuasaan ( separation of power ), 

berada pada kewenangan legislatif, bukan p ada 

eksekutif. Apabila lembaga eksekutif merasa perlu 

mengatur maka pengaturan tersebut hanya 

bersifat sebagai derivatif dari kewenangan legislatif.  

c. Kewenangan di bidang judisial, dalam sistem 

presidensiil kewenangan di bidang ini untuk 

memberikan grasi d an rehabilitasi. Kewenangan ini 

dinyatakan dalam Pasal 14 ayat (1) UUD NRI 

Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Presiden 

memberi grasi dan rehabilitasi dengan 

memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.  

Grasi dan Rehabilitasi sangat berkaitan erat 

dengan  kekua saan kehakiman.  Jika  Presiden  

memberikan  ke dua  hal  tersebut  kepada terpidana,  

maka  terjadi  perubahan  terhadap  pelaksanaan 
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putusan  peradilan  yang  bersifat  tetap ( inkracht ). 

Grasi  menyebabkan  sanksi  pidana  yang  tercantum  

pada  amar  putusan berubah.  Oleh  sebab itu,  

Presiden  memerlukan  rekomendasi  dari  Mahkamah  

Agung sebelum memberikan atau menolak 

permohonan  grasi. Namun, kewenangan di bidang 

judisial yang dimiliki oleh Presiden bukan 

dimaknai untuk ikut campur dalam proses judisial 

tetapi memberikan kewenanga n/  kekuasaan 

presiden yang diberikan konstitusi yang bersifat  

prerogatif  kepada Presiden untuk memberikan 

pengampunan kepada terpidana. 12  

d.  Kewenangan di bidang diplomatik, yakni 

kewenangan Presiden dalam hal menjalankan  

fungsi hubungan diplomatik dengan nega ra lain 

atau subjek hukum internasional lainnya dalam 

konteks hubungan luar negeri baik dalam keadaan 

perang  maupun keadaan  damai. Kewenangan ini 

tercantum dalam Pasal 11 ayat (1) UUD NRI Tahun 

1945 yang menyatakan bahwa Presiden dengan 

persetujuan Dewan P erwakilan Rakyat 
 

12 Pemberian grasi itu sifatnya ialah memberi pengampunan, dan tidak dapat 
menghilangkan atau meniadakan kesalahan terpidana. Sifat pemberian grasi adalah 
sekadar mengoreksi mengenai pidana yang dijatuhkan, tidak mengoreksi substansi 
pertimbangan pokok perkaranya. Presiden mempunyai kewenangan dalam hal 
pemberian grasi. Namun, undang-undang tidak secara eksplisit merinci alas an alasan 
itu. UTRECHT menyebutkan 4 alasan pemberi grasi, yaitu:114 a. Kepentingan keluarga 
dari Terpidana; b. Terpidana pernah berjasa bagi masyarakat; c. Terpidana menderita 
penyakit yang tidak dapat disembuhkan; d. Terpidana berkelakuan baik selama berada di 
Lembaga Pemasyarakatan dan memperlihatkan keinsyafan atas kesalahannya. 
Menurut para ahli hukum, ada banyak alasan yang dapat mempengaruhi dalam 
pemberian grasi diantaranya menurut Muladi bahwa dalam pemberian grasi, Presiden 
harus mempertimbangkan dari segi hukum yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan 
yang dapat memulihkan keseimbangan, mendatangkan rasa aman dalam masyarakat, 
melindungi masyarakat dari kejahatan, dan memberikan efek jera kepada pelaku 
sehingga terhindar menjadi residivis. Pertimbangan harus memperhatikan aspek positif 
dan negatif terhadap terpidana dan masyarakat ketika permohonan grasi dikabulkan 
ataukah ditolak sehingga seharusnya ada penelitian yang layak dan pertimbangan secara 
detil dalam pemberian keputusan grasi 



Draft Naskah Akademik Rancangan Undang -Undang tentang Grasi, Amnesti, Abolisi dan  
Rehabilitasi  

16 
 

menyatakan perang, membuat perdamaian dan 

perjanjian dengan negara lain. Selain itu 

kewenangan  di bidang diplomatik tercantum 

dalam Pasal 13 UUD NRI Tahun 1945 yang 

menyatakan bahwa Presiden mengangkat duta dan 

konsul. Dalam hal mengangka t duta, Presiden 

memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan 

Rakyat. Presiden menerima penempatan duta 

negara lain dengan memperhatikan pertimbangan 

Dewan Perwakilan Rakyat.  

e. Kewenangan  di  bidang  administratif,  yakni  

kewenangan  Presiden  untuk  mengangkat dan  

memberhentikan orang dalam jabatan -jabatan 

kenegaraan dan jabatan -jabatan administratisi 

Negara. Oleh karena, Presiden merupakan kepala 

eksekutif, maka Presiden mempunyai kekuasaan 

yang diberikan konstitusi bersifat  prerogatif  untuk 

mengangkat dan memberh entikan orang dalam 

jabatan pemerintahan atau jabatan administrasi  

negara. Kewenangan ini tercantum dalam Pasal 16 

UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa 

Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan 

yang bertugas memberikan nasihat dan 

pertimbangan kepada  Presiden, yang selanjutnya 

diatur dalam undang -undang.  

 

Dalam konteks kewenangan yudisial, menjadi 

dasar bagi presiden untuk memberikan pengampunan 

baik berupa grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi. 

Pemberian pengampunan bukan merupakan 

persoalan tekni s yuridis peradilan dan tidak terkait 

dengan penilaian terhadap putusan hakim. Pemberian 
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dalam undang undang atau juga UUD. Apabila telah 

diatur dalam undang -undang atau UUD tidak lagi 

disebut sebagai kekuasaan prerogatif, tetapi sebagai 

kekuasaan menurut atau berdasarkan undang -

undang ( statutory power ) atau kekuasaan menur ut 

atau berdasarkan UUD ( constitutional power ).15   

Kekuasaan Presiden yang diberikan konstitusi 

bersifat  prerogatif  dalam pemberian pengampunan 

kepada para terpidana termasuk dalam hak eksklusif, 

yang dalam pelaksanaannya harus dengan bertumpu 

pada prinsip kebijaksanaan, kecermatan, 

transparansi, dan pertanggungjawaban. Pertimbangan 

Presiden dalam pemberian ampunan tersebut  

terkandung berbagai nilai abstrak yakni kepastian 

hukum, keadilan sosial, dan ketertiban umum yang 

saling berkaitan.  

Pengaturan pemberi an pengampunan oleh 

Presiden dalam penyelenggaraan grasi, amnesti, 

abolisi dan rehabilitasi perlu menjaga kekuasaan 

Presiden yang diberikan konstitusi bersifat  prerogatif  

agar tidak hilang meskipun diatur dalam suatu 

undang -undang.  Hal yang akan diatur nan tinya 

antara lain meliputi tata cara atau mekanisme 

pengajuan atau penyampaian permohonan grasi, 

amnesti, abolisi dan rehabilitasi agar mendapatkan 

kepastian hukum bagi masyarakat yang mengajukan 

permohonan tersebut. Sementara hal terkait 

pertimbangan dan bagaimana cara presiden 

mengabulkan atau menolak permohonan grasi, 

amnesti, abolisi dan rehabilitasi sepenuhnya 

 
15 Urgensi Pembentukan Undang-Undang Grasi, Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi, Badan 
Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, hal. 14  
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merupakan hak prerogative presiden. Selain itu perlu 

ditegaskan bahwa hak Presiden untuk memberikan 

pengampunan adalah kewenangan yang bersifat 

khusus sehingga tidak dapat dikoreksi oleh cabang 

kekuasaan lainnya. 16  

 

3.  Teori Keadilan  
Hakekatnya keadilan adalah penilaian terhadap 

suatu perlakuan atau tindakan dengan mengkaji 

suatu norma yang menurut pandangan subyektif 

(untuk kepentingan kelompok atau  golongannya) 

melebihi norma -norma lain yang didalamnya terdapat 

pihak yang terlibat, antara lain pihak yang 

memperlakukan dan pihak yang menerima 

perlakuan 17  yaitu terpidana dan korban. Ketika 

terpidana mengajukan grasi, penilaian keadilan 

terdapat pada pi hak yang memutuskan grasi dan 

pihak yang menerima grasi yaitu presiden dan 

terpidana. Keadilan tidak hanya dapat ditinjau dari 

satu pihak saja, tetapi suatu keputusan yang dapat 

dinilai adil ketika keputusan tersebut 

dipertimbangkan masak -masak demi kepent ingan 

umum dan melihat akibat serta kerugian yang timbul 

oleh perbuatan atau tindakan si terpidana.  

Hans Kelsen mengemukakan bahwa hukum 

yang adil apabila memuaskan semua orang yang 

bertujuan untuk menemukan kebahagiaan 

masyarakat atau kebahagiaan sosial. Keadilan sebagai 

nilai mutlak yang dapat menjadi kehendak dan 

 
16 Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Teknologi Informasi dan 
Komunikasi [P4TIK] Tahun 2016 
17 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar, Yogyakarta: Liberty, 1999, 
hal. 71-72  
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tindakan manusia apabila penerapannya cocok 

dengan hukum positif yakni undang -undang. 18  

Dari sisi perspekstif HAM, grasi dapat diberikan 

oleh Presiden untuk mendapatkan pengampunan 

dan/atau untuk  menegakkan keadilan hakiki dan 

penegakan hak asasi manusia terhadap putusan 

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum 

tetap. Grasi yang diberikan kepada terpidana harus 

mencerminkan keadilan, perlindungan hak asasi 

manusia, dan kepastian hukum berda sarkan 

Pancasila dan Undang -Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945.  

Seluruh teori keadilan merupakan teori tentang 

cara menyatukan kepentingan -kepentingan yang 

berbeda dari seluruh warga masyarakat, maka cara 

yang adil mempersatukan kepentingan  tersebut 

adalah memperbesar kebahagiaan manusia. Menurut 

Rawls, untuk mempersatukan kepentingan yang 

berbeda adalah melalui keseimbangan kepentingan -

kepentingan tersebut, tanpa memberikan perhatian 

istimewa terhadap kepentingan itu sendiri. Prinsip 

keadil an adalah suatu kondisi ketika orang 

memutuskan untuk memilih tersebut tidak atau 

belum mempunyai kepentingan atau belum tahu 

kedudukannya dalam masyarakat sehingga tidak 

tidak ada pilihan lain, kecuali memutuskan dengan 

jujur. 19  

  

 
   18 Hans Kelsen, Pengantar Teori Hukum, Bandung: Nusa Media, 1996, hal. 48-50  

19Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan 
(Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) Volume I 
Pemahaman Awal, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, h. 278-288 



https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/amnesti
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Dalam hukum internasional bahwa suatu pihak dalam 

perjanjian internasional tidak dapat memberikan 

alasan bahwa tidak mematuhi suatu perjanjian karena 

alasan hukum nasional. Aturan ini tidak 

mengesampingkan ket entuan dalam Pasal 46 konvensi 

ini. Hal ini secara tidak langsung menjelaskan bahwa 

peraturan nasional tidak dapat membenarkan adanya 

kejahatan yang harus diadili menurut hukum 

internasional untuk dilakukan pengampunan 

(amniesti). Ketentuan ini sejalan den gan Geneva 

Convention 1949 26 , chapter IX Repression of Abuses 

and Infractions, article 49, mengatur bahwa  

the high contracting parties undertake te enact 
any legislation necessary to provide effective 
penal sanctions for persons commiting, or 
ordering to b e committed, any of the grave 
breaches of the convention devined.   

 
Ketentuan tersebut memberikan kewajiban bagi 

negara peserta untuk mengatur secara legislasi dalam 

memberikan sanksi yang efektif terhadap pelaku 

pelanggaran berat ( grave breaches )27 .  

Selai n itu, amnesti yang merupakan 

penghapusan pemidanaan atas pelaku kejatahan 

perlu memperhatikan diperhatikan hak -hak dari 

korban. Korban atas suatu kejahatan memiliki hak 

untuk atas keadilan, kebenaran dan ganti rugi. 
 

suatu perjanjian internasional tidak sah karena melanggar ketentuan hukum misalnya 
tentang wewenang untuk membuat perjanjian internasional; ketentuan yang dilanggar 
mengenai hal yang sangat mendasar; pelanggaran itu terjadi secara terang-terangan. 
26 Konvensi ini telah diratifikasi Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 59 tahun 1958 
tentang Ikut Serta Indonesia dalam seluruh Konpensi Jenewa 1949. 
27 Article 50 Geneva Convetions mengatur bahwa Grave breaches to which the preceding 
Article relates shall be those involving any of the following acts, if committed against 
persons or property protected by the Convention: wilful killing, torture or inhuman 
treatment, including biological experiments, wilfully causing great suffering or serious 
injury to body or health, and extensive destruction and appropriation of property, not 
justified by military necessity and carried out unlawfully and wantonly.  
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Pemberian amnesti terhadap pelaku kejah atan (yang 

terdapat korban) berarti penderitaan korban tidak 

diakui/ditolak negara yang menyebabkan korban 

tersebut akan terus menderita. Oleh karena itu dalam 

pemberian amnesti yang tidak membatasi jenis pidana 

maka negara perlu mengatur mekanisme pemulih an 

atas korban sebagai salah satu bentuk kewajiban  

negara dalam menciptakan keadilan bagi seluruh 

rakya t  Indonesia.  

B.  Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan 
Penyusunan Norma  

Dalam pembentukan norma dalam rancangan 

undang -undang grasi, amnesti, abo lisi dan rehabilitasi maka 

perlu memperhatikan asas -asas dibawah ini antara lain :  

a.  Kepastian Hukum  

Asas kepastian Hukum adalah asas dalam 

negara hukum yang mengutamakan landasan 

ketentuan peraturan perundang -undangan, 

kepatutan, keajegan, dan keadilan dal am setiap 

kebijakan . Untuk pelaksanaan asas ini perlu 

pengaturan terkait grasi, amnesti, abolisi dan 

rehabilitasi. Saat ini pengaturan mengenai grasi telah 

diatur dalam Undang -Undang Nomor 22 Tahun 2002 

sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang 

Nomor 5  Tahun 2010. Dalam perkembangannya 

terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 

107/PUU -XIII/2015 yang menyatakan bahwa Pasal 7 

ayat (2)  Undang -Undang Nomor 5 Tahun 2010 

tentang Perubahan atas Undang -Undang Nomor 22 

Tahun 2002 tentang Grasi dinyatakan bertentangan 

dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan 
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hukum mengikat . Dalam putusan tersebut dijelaskan 

bahwa pengaturan mengenai permohonan grasi yang 

diajukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) 

tahun sejak putusan memperoleh kekuatan hukum 

tetap  dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan 

tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat . Jangka 

waktu 1 (satu) tahun berpotensi menghilangkan hak 

konstitusional terpidana, khususnya terpidana  mati,  

untuk  mengajukan  permohonan  grasi.  Pembatasan  

tersebut  juga  berpotensi menghilangkan hak  

Pemohon  jika  hendak  mengajukan  upaya  hukum  

luar  biasa  peninjauan   kembali   (PK)   yang   

persyaratannya   salah   satunya   ada   novum,   

sedangkan   ditemukannya   novum   itu   sendiri   

tidak   dapat   dip astikan   jangka   waktunya . Oleh 

karena itu dalam pengaturan terkait grasi perlu 

disesuaikan mengikuti kebutuhan hukum masyarakat 

dalam pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi 

(MK) Nomor 107/PUU -XIII/2015 . 

Selanjutnya pengaturan mengenai amnesti, 

abolisi dan rehabilitasi belum diatur secara tegas 

dalam undang -undang. Pemerintah dalam 

menyelenggarakan amnesti dan abolisi hanya 

didasarkan pada UUD NRI 1945 walaupun amnesti 

dan abolisi pernah diatur dalam UU Darurat yaitu UU 

Darurat 11 Tahun 1954. Mengingat U U tersebut 

merupakan UU yang bersifat einmalig  atau final 

karena hanya berlaku bagi subjek yang disebutkan 

dalam UU tersebut. Namun dalam praktiknya UU ini 

masih sering dijadikan acuan pada saat presiden 

memberikan amnesti dan abolisi, ketentuan dalam UU 

tersebut yang sering diacu adalah hal yang berkaitan 
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dengan akibat hukum pemberian amnesti maupun 

abolisi  sedangkan terkait tata cara pengajuan 

permohonan dan jangka waktu selain tidak diatur 

dalam UU tersebut, tentu sudah tidak sesuai lagi 

dengan kondisi s aat ini dan berbeda dengan politik 

hukum dalam UUD NRI Tahun 194 5 oleh karena itu 

perlu pengaturan amnesti dan abolisi diatur dalam 

undang -undang.  

Mengenai rehabilitasi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 14 UUD NRI Tahun 1945 hanya memberi 

panduan pertimbang an dari Lembaga lain kepada 

Presiden dalam memberikan rehabilitasi  sedangkan 

bagaimana tata cara serta jangka waktu maupun 

penyelesaian permohonan rehabilitasi belum ada 

pengaturan yang dapat menjadi  dasar  hukum, oleh 

karena itu perlu pengaturan rehabilit asi diatur dalam 

undang -undang.  

b.  Kemanfaatan  

  Asas Kemanfaatan merupakan manfaat yang 

harus diperhatikan secara seimbang antara :  

(1) Kepentingan individu yang satu dengan individu 

lainnya;  

(2) Kepentingan individu dengan masyarakat;  

(3) Kepentingan warga masyarakat d engan 

masyarakat asing;  

(4) Kepentingan kelompok masyarakat yang satu 

dengan kepentingan kelompok masyarakat yang 

lain;  

(5) Kepentingan pemerintah dengan warga 

masyarakat;  

(6) Kepentingan generasi sekarang dengan generasi 

mendatang;  
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(7) Kepentingan manusia dengan ekosiste mnya;  

(8) Kepentingan pria dan wanita.  

Untuk melaksanakan asas kemanfaatan dalam 

penyelenggaraan grasi, amnesti, abolisi dan 

rehabilitasi perlu memberikan manfaat yang seimbang 

antara individu, masyarakat, dan kepentingan negara . 

Sebagai contoh pada grasi demi  kepentingan 

kemanusiaan dan keadilan, salah satu pihak yang 

dapat diusulkan sebagai penerima grasi demi 

kepentingan kemanusiaan dan keadilan adalah 

terpidana anak bermasalah dengan hukum. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa terpidana anak 

bermasalah dengan huk um diberi kesempatan untuk 

memperbaiki diri dan meraih masa depan yang lebih 

baik yang pada akhirnya memberi manfaat secara 

seimbang terhadap kepentingan generasi sekarang 

dengan generasi mendatang  

c. Ketidakberpihakan  

Asas Ketidakberpihakan adalah asas yang 

mewajibkan untuk  menetapkan dan/atau melakukan 

keputusan dan/atau tindakan dengan 

mempertimbangkan kepentingan para pihak secara 

keseluruhan dan tidak diskriminatif.  Untuk 

melaksanakan asas ketidakberpihakan dalam 

pelaksanaan grasi, amnesti, abolisi dan re habilitasi 

tidak hanya berdasarkan permohonan tetapi juga 

dapat berdasarkan inisiatif. Selain itu dalam 

pelaksanan penyelenggaraan grasi, amnesti, abolisi 

dan rehabilitasi melibatkan lembaga lain seperti  

dalam penyelenggaraan grasi dan rehabilitasi dengan  

memperhatikan pertimbangan dari Mahkamah Agung 
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dan dalam penyelenggaraan amnesti dan abolisi 

dengan memperhatikan pertimbangan dari Dewan 

Perwakilan Rakyat.  

 Hal tersebut diperlukan agar pemberian 

kekuasaan Presiden yang bersifat  prerogatif tersebut 

teta p dalam koridor yang tepat dan seimbang antara 

kepentingan pemerintah dan warga masyarakat, serta 

tercipta hasil keputusan yang berkualitas tanpa 

adanya diskriminasi . 

d.  Kecermatan  

Asas Kecermatan dapat diartikan bahwa suatu 

keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada 

informasi dan dokumen yang lengkap untuk 

mendukung legalitas penetapan dan/atau 

pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga 

keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan 

dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan 

dan/atau tindakan te rsebut ditetapkan dan/atau 

dilakukan. Untuk melaksanakan asas kecermatan 

dalam penyelengarann grasi, amnesti, abolisi dan 

rehabilitasi memperhatikan segala aspek baik dari segi 

substansi maupun administrasinya . Dari segi 

substansi dalam penyelenggaran gras i, amnesti, 

abolisi dan rehabilitasi, perlu pembentukan tim dalam 

menyusun kajian atau penelitian sebagai bahan 

pertimbangan bagi Presiden. Dari segi administrasi 

dalam penyelenggaran grasi, amnesti, abolisi dan 

rehabilitasi perlu memperhatikan kelengkapan  

dokumen pengajuan. Oleh karenanya dalam 

penyelenggaraan grasi, amnesti, abolisi dan 

rehabilitasi harus bersikap hati -hati dan cermat dalam 

memberikan  keputusan  pemberian atau penolakan  
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dengan memperhatikan segala aspek dimaksud  

sehingga keputusan tersebut  dibuat sesuai dengan 

landasan keadilan dan tidak merugikan para pihak 

yang terkena dampak keputusan ters ebut.  

e. Tidak Menyalahgunakan Kewenangan  

Asas Tidak Menyalahgunakan kewenangan 

adalah asas yang mewajibkan tidak menggunakan 

kewenangannya untuk kepentin gan pribadi atau 

kepentingan yang lain yang tidak sesuai dengan 

tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak 

melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak 

mencampuradukan kewenangan.  Untuk 

melaksanakan asas ini dalam memproses permohonan 

grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi, setiap 

instansi/stakeholder terkait tidak melampaui dan 

tidak menyalahgunakan kewenangan  dalam 

penyelenggaraan grasi, amnesti, abolisi dan 

rehabilitasi. Selain itu dalam menyusun kajian atau 

penelitian sebagai bahan pertimbangan kepada 

Presiden, Menteri yang membidangi urusan hukum 

dan hak asasi manusia melibatkan 

instansi/stakeholder terkait agar terjadi checks and 

balances  terhadap kewenangan antar 

instansi/stakeholder terkait.  

 

f. Keterbukaan  

Asas Keterbukaan adalah asas yang mela yani 

masyarakat untuk mendapatkan akses dan 

memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak 

diskriminatif dengan tetap memperhatikan 

perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan 

rahasia negara. Untuk melaksanakan asas 
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keterbukaan dalam penyelenggara an grasi, amnesti, 

abolisi, dan rehabilitasi yang berasal dari sebuah 

permohonan, pemohon m emiliki hak untuk 

mengetahui perkembangan proses permohonan hingga 

keluar keputusan penerimaan atau penolakan dari 

Presiden atas permohonan tersebut. Pemerintah 

diha rapkan m amp u menyampaikan berbagai informasi 

yang dibutuhkan oleh masyarakat seperti salah 

satunya adalah mengenai tata cara permohonan dan 

penyelesaian, jangka waktu serta keputusan terkait 

permohonan grasi, amnesti, abolisi atau rehabilitasi.  

 

g. Pelayanan Yang Baik  

Asas Pelayanan Yang Baik adalah asas yang 

memberikan pelayanan tepat waktu, prosedur dan 

biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan 

dan ketentuan undang -undang. Untuk melaksanakan 

asas pelayanan yang baik dalam penyelenggaran grasi, 

amnest i, abolisi dan rehabilitasi mengatur mengenai 

kejelasan terhadap prosedur pengajuan permohonan 

dan jangka waktu hingga Presiden mengeluarkan 

keputusannya apakah diterima atau tidak , 

dikarenakan belum ada pengaturan mengenai tata 

cara permohonan amnesti, ab olisi dan rehabilitasi . 

Oleh karenanya, penyelenggaraan grasi, amnesti, 

abolisi dan rehabilitasi memperhatikan asas 

pelayanan yang baik sesuai dengan ketentuan 

perundang -undangan.  
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C.  Kajian terhadap praktik penyelenggaraan , kondisi yang 
ada, serta permasalah an yang dihadapi masyarakat  

1.  Grasi  
Pengaturan tentang Grasi dalam bentuk 

undang -undang diatur dalam Undang -Undang Nomor 

3 Tahun 1950 Tentang Permohonan Grasi. 28  Dalam 

UU tersebut tidak terdapat ketentuan umum yang 

menjelaskan pendefinisian tentang Grasi. N amun 

mengatur antara lain tentang pemohon pengajuan 

grasi pada Presiden tanpa ada pembatasan jenis 

putusan pemidanaan yang boleh dimohonkan 

grasinya 29  hingga melibatkan beberapa lembaga yang 

berkaitan dengan sistem peradilan pidana ( criminal 

justice system ) serta penundaan pelaksanaan putusan 

pengadilan jika diajukan permohonan grasi, sehingga 

mengakibatkan banyak permohonan grasi yang 

diajukan hingga penyelesaian permohonan grasi yang 

cukup lama dan cukup panjang karena melibatkan 

banyak Lembaga.  

 Selanjut nya UU No mor  3 Tahun 1950 dicabut 

dengan UU No mor  22 Tahun 2002 tentang Grasi, 

dalam UU ini terdapat beberapa pengaturan yang 

tidak diatur dalam UU sebelumnya,  antara lain 

mengenai pembatasan putusan yang boleh dimintakan 

grasi adalah putusan pengadilan y ang telah 

berkekuatan hukum tetap untuk pidana mati, penjara 

seumur hidup dan penjara paling rendah 2 (dua) 

tahun; penyederhanaan instasi yang terlibat dalam 

 
28 Lembaran Negara Tahun 1950 Yang Telah Dicetak Ulang 
29 Dalam Pasal 3 ayat 1 UU no 3 Tahun 1950 terhadap semua putusan pengadilan dapat 
dimintakan grasi, mulai dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana 
denda bahkan pidana kurungan pengganti denda. Untuk pidana penjara dan kurungan 
tidak ditentukan batasan minimal besarnya hukuman, hal ini berdampak pada 
menumpuknya permohonan grasi di Pengadilan Negeri sebelum Tahun 2002   
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pemberian grasi (tanpa melibatkan banyak instasi 

yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana); 

dalam hal terpidana mengajukan grasi maka 

pelaksanaan putusan pengadilan tetap dilaksanakan 

oleh jaksa eksekutor putusan kecuali untuk hukuman 

mati; percepatan penyelesaian permohonan grasi 

dengan pembatasan tenggang waktu pada setiap 

instasi dalam pemberia n grasi; adanya kesempatan 

bagi terpidana untuk mengajukan grasi kedua apabila 

permohonan grasi pertama dikabulkan presiden dari 

pidana mati menjadi pidana seumur hidup.  

Selanjutnya Undang -undang Nomor 22 Tahun 

2002 tentang Grasi diubah  sebagian  dengan Un dang -

Undang Nomor 5 Tahun 2010.  Beberapa penambahan 

pengaturan  berdasarkan UU no 5 Tahun 2010  yaitu , 

adanya kewenangan Menteri yang membidangi urusan 

pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi 

manusia untuk meminta para pihak mengajukan 

permohonan grasi de mi kepentingan kemanusiaan 

dan keadilan , serta mempunyai kewenangan meneliti 

dan melaksanakan proses pengajuan grasi kepada 

Presiden; adanya ketentuan permohonan grasi yang 

hanya dapat diajukan 1(satu) kali lagi, serta 

perubahan jangka waktu  bagi Mahkamah  Agung 

untuk mengirimkan pertimbangan tertulis kepada 

Presiden yang semula 3 (tiga) bulan manjadi 30 (tiga 

puluh) hari  kerja . Dalam pelaksanaan Undang -

Undang Nomor 22 Tahun 2002 jo Undang -Undang 

Nomor 5 Tahun 2010 tentang Grasi masih terdapat 

beberapa perm asalahan , yaitu :  

a. Jangka waktu pengajuan & penyelesaian grasi  
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(1)dilakukan dalam jangka waktu paling 

lambat 7 (tujuh) Hari  kerja  sejak permohonan 

Grasi disampaikan kepada Presiden. Untuk 

memberikan kejelasan jangka waktu 

pengajuan permohonan grasi dan untuk 

memberikan kepastian hukum maka perlu 

diatur dalam Undang -Undang mengenai 

jangka waktu penyampaian Salinan 

permohonan grasi kepada pengadilan yang 

mem utus perkara pada tingkat pertama untuk 

diteruskan kepada Mahkamah Agung 

sebagaimana pengaturan jangka waktu dalam 

memproses pengajuan grasi oleh lembaga 

lainnya.  

2) Tata cara pemberian grasi melalui mekanisme 

permohonan grasi kepada Presiden melalui 

Kepala L embaga Pemasyarakatan :  

a) Permohonan grasi dan salinannya 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 

ayat (2) dapat disampaikan oleh terpidana 

melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan 

(Kalapas) tempat terpidana menjalani 

pidana (Pasal 8 ayat (3) dan (4) UU No 22 

Tahun 2002)  

b) Dalam hal permohonan grasi dan 

salinannya diajukan melalui Kalapas, 

permohonan grasi tersebut disampaikan 

kepada Presiden dan salinannya dikirimkan 

kepada pengadilan yang memutus perkara 

pada tingkat pertama paling lambat 7 

(tujuh) hari kerja ter hitung sejak 
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masing lembaga yang terkait,  seperti grafik 

dibawah  :  

 

3) Tata cara pemberian  grasi demi kepentingan 

kemanusiaan dan keadilan  melalui mekanisme 

permohonan Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia diatur dalam  Pasal 6 A ayat (1) UU 

Nomor 5 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa 

Demi kepentingan k emanusiaan dan keadilan, 

menteri yang membidangi urusan 

pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi 

manusia dapat meminta para pihak 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 untuk 

mengajukan permohonan grasi. Selanjutnya 

dalam Pasal 6A ayat (2) Menteri sebagaiman a 

dimaksud pada ayat (1) berwenang meneliti dan 

melaksanakan proses pengajuan Grasi 
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sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan 

Pasal 6A ayat (1) dan menyampaikan 

permohonan dimaksud kepada Presiden. 

Namun ketentuan lebih lanjut  proses 

pemberian  grasi d emi kepe ntingan 

kemanusiaan dan keadilan  belum diatur secara 

jelas dalam UU.  Berdasarkan  UU Nomor 22 

Tahun 200 2 jo UU Nomor 5 Tahun 2010 jo 

Permenkumham Nomor 49 Tahun 2015 tata 

cara penyelesaian permohonan grasi melalui 

mekanisme permohonan Menteri Hukum dan 

Hak  Asasi Manusia yaitu  : 

a) Grasi di usulkan setelah dilakukan penelitian 

dan/atau mendapat informasi dari 

masyarakat atau Kepala Lapas (Pasal 12 ayat 

(2) Permenkumham Nomor 49 Tahun 2016)  

b) Menteri meminta para pihak untuk 

mengajukan permohonan grasi. Pengajuan 

permohonan grasi dapat diajukan oleh 

Terpidana, Keluarga, atau kuasa hukum 

Terpidana. (Pasal 13 ayat (1) Permenkumham 

Nomor 49 Tahun 2016)  

c) Permohonan grasi diajukan secara tertulis 

Presiden kepada Menteri. Dalam jangka 

waktu 7 (tujuh) hari Pemohon mengirim kan 

Salinan permohonan kepada Pengadilan 

tingkat pertama yang memutus perkara. 

(Pasal 13 ayat (2) Permenkumham Nomor 49 

Tahun 2016)  

d) Menteri mempersiapkan pertimbangan 

hukum grasi kepada Presiden. (Pasal 15 

Permenkumham Nomor 49 Tahun 2016) 
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Dalam mempersiap kan pertimbangan 

Menteri menugaskan Direktur Jenderal 

(Pasal 16 ayat 1 Permenkumham Nomor 29 

Tahun 2016) Direktur Jenderal Administrasi 

Hukum dengan Direktur Jenderal 

Pemasyarakatan dan instansi terkait (Pasal 

16 Ayat (2) Permenkumham Nomor 29 Tahun 

2016. Hasil pertimbangan disampaikan 

Direktur Jenderal kepada Menteri dalam 

jangka waktu paling lama 14 (empat belas ) 

hari sejak tanggal penugasan Menteri (Pasal 

17 ayat (1) Permenkumham Nomor 29 Tahun 

2015.  

e) Menteri menyampaikan hasil pertimbangan 

hukum grasi k epada Presiden (Pasal 17 ayat 

(2) Permenkumham Nomor 29 Tahun 2015  

f) Pengadilan Tingkat Pertama mengirimkan 

Salinan permohonan grasi dan berkas 

perkara kepada Mahkamah Agung, paling 

lambat 20 hari sejak menerima Salinan 

permohonan grasi. (Pasal 9 UU Nomor 22  

Tahun 2002)  

g) Mahkamah Agung mengirimkan 

pertimbangan tertulis kepada Presiden, 

paling lambat 30 hari sejak menerima 

salinan permohonan  grasi dan berkas 

perkara. (Pasal 10 UU 5 Tahun 2010)  

h) Presiden memberikan keputusan berupa 

pengabulan atau penolakan gras i, paling 

lambat 3 (tiga) bulan sejak menerima 

pertimbangan Ketua Mahkamah Agung. 
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kepada pengadilan tingkat pertama yang memutus 

perkara. Untuk memberikan kejelasan tata cara 

dan jangka waktu pengajuan permohonan grasi 

dan untuk memberikan kepastian hukum maka 

perlu diatur dalam Undang -Undang mengenai tata 

cara pengajuan  grasi melalui Menteri Hukum dan 

HAM didalam Undang -Undang dan perlu diatur 

jangka waktu penyampaian Salinan permohonan 

grasi kepada pengadilan tingkat pertama yang 

memutus perkara sebagaimana pengaturan jangka 

waktu dalam memproses pengajuan pemohon grasi  

oleh lembaga lainnya.  

 

b.  Tenggang waktu permohonan grasi berdasa rkan 

Putusan Mah kamah Konstitusi (perumusan 

kembali pasal 7 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 2010)  

Dengan memperhatikan Putusan Mahkamah 

Konstitusi (MK) Nomor 107/PUU -XIII/2015 yang 

menyatakan bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang -

Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan 

atas Undang -Undang Nomor 22 Tahun 2002 

tentang Grasi bertentangan dengan UUD 1945 dan 

tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 

Putusan tersebut berdampak pada perubahan 

jangka waktu dalam pengajuan permohonan grasi 

yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) sebagai berikut :  

(2) Permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) diajukan paling lama dalam jangka 

waktu 1 (satu) tahun sejak putusan 

memperoleh kekuatan hukum tetap  

Jangka waktu 1 (sa tu) tahun berpotensi 

menghilangkan hak konstitusional terpidana, 
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khususnya terpidana  mati,  untuk  mengajukan  

permohonan  grasi.  Pembatasan  tersebut juga  

berpotensi menghilangkan hak  Pemohon  jika  

hendak  mengajukan  upaya  hukum  luar  biasa  

penin jauan   kembali   (PK)   yang   persyaratannya   

salah   satunya   ada   novum,   sedangkan   

ditemukannya   novum   itu   sendiri   tidak   dapat   

dipastikan   jangka   waktunya. Berdasarkan 

pertimbangan tersebut maka MK menyatakan 

bahwa Pasal 7 ayat (2)  tidak mempunyai kekuatan 

hukum mengikat.  

 

2.  Amnesti  
Pelaksanaan amnesti di Indonesia tidak terlepas 

dari paradigma ketatanegaraan negara Indonesia. Hal 

ini dikarenakan amnesti merupakan kekuasaan 

Presiden yang diberikan konstitusi bersifat  prerogatif . 

Namu n, diaturnya dalam konstitusi tidak memberikan 

jaminan tidak berubahnya praktik penyelenggaraan 

amnesti di Indonesia. Perubahan praktik 

penyelenggaraan amnesti ini terjadi seiring dengan 

perubahan konstitusi yang pernah terjadi di 

Indonesia.  

   Masa perub ahan konstitusi yang berdampak pada 

pengaturan amnesti ini terjadi pada:  

1.  Periode UUD 1945 (1945 - 1950)  

2.  Periode UUDS 1950 (1950 - 1959)  

3.  Periode kembalinya ke UUD 1945 (1959 - 

1999)  
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untuk kembali 

kepangkuan Negara;  

2. bahwa untuk 

kepentingan Negara 

dan kesatuan bangsa, 

perlu  memberikan 

amnesti dan abolisi 

kepada orang -orang 

yang  tersangkut 

dengan  

pemberontakan Daud 

Bereueh di Aceh yang  

dengan keinsyafan 

telah kembali 

kepangkuan Negara, 

dengan  jala n 

menyediakan  

membaktikan diri 

kepada Negara 

dihadapan  Penguasa 

Perang Daerah Aceh  

ditetapkannya 

Keputusan ini  

telah 

melaporkan 

dan 

menyediakan 

mengabdikan 

diri  kepada 

Negara  

dihadapan 

Penguasa 

Perang Daerah  

Aceh.  

Kedua  : (1) 

Dengan 

pemberian 

amnesti, semua 

akibat hukum  

pidana 

terhadap orang -

orang yang 

termaksud  

dalam 

ketentuan 

pertama 

dihapuskan.  

   (2) Dengan 

pemberian 

abolisi, maka 

penuntutan  

terhadap orang -
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orang yang 

termaksud 

dalam  

ketentuan 

pertama 

ditiadakan.  

Ketiga : 

Keputusan ini 

mulai berlaku 

pada tanggal 17 

Agustus  

1959.  

 

Agar supaya 

setiap orang 

dapat  

mengetahui nya, 

memerintahkan  

pengundangan 

Keputu san ini 

dengan 

penempatan 

dalam 

Lembaran -

Negara  

Republik 

Indonesia  

2.   Keputusan 

Presiden No. 

303 Tahun 

1959 tentang 

Membaca : Surat 

Menteri 

Keamanan/Pertahana

n 2 Nopember 1959, 

Menetapkan :  

Pertama : 

Memberi 

amnesti dan 
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Pemberian 

Amnesti dan 

Abolisi kepada 

Orang -Orang 

yang 

tersangkut 

dengan 

Pemberontakan 

DI/TII Kahar 

Muzakar di 

Sulawesi 

Selatan, yang 

telah 

Melaporkan 

dan 

Menyediakan 

Diri Kepada 

Negara 

Dihadapan 

Penguasa 

Perang Daerah 

Sulawesi 

Selatan 

Sebelum 

Ditetapkan 

Keputusan Ini;  

No. Kp. I/963/59;  

Menimbang : a. 

bahwa perlu menaruh 

perhatian sepe nuhnya 

terhadap keinsyafan  

orang -orang yang 

tersangkut dengan 

pemberontakan 

D.I./T.I.I. Kahar  

Muzakar di Sulawesi 

Selatan untuk kembal 

kepangkuan Negara;  

b. bahwa untuk 

kepentingan Negara 

dan kesatuan bangsa, 

perlu memberikan  

amnesti dan abolisi 

kepada ora ng-orang 

yang tersangkut 

dengan  

pemberontakan 

D.I./T.I.I. Kahar 

Muzakar di Sulawesi 

Selatan yang  

dengan keinsyafan 

telah kembali 

kepangkuan Negara, 

dengan jalan  

menyediakan  

mengabdikan diri 

kepada Negara di 

abolisi kepada 

orang -orang 

yang tersebut 

dengan  

pemberontakan 

D.I./T.I.I. Kahar 

Muzakar di 

Sulawesi 

Selatan, yang 

sebelum  

ditetapkannya 

Keputusan ini 

telah 

melaporkan 

dan 

menyediakan 

mengabdikan  

diri kepada 

Negara  di 

hadapan 

Penguasa 

Perang Daerah 

Sulawesi 

Selatan.  

Kedua : (1) 

Dengan 

pemberian 

amnesti, semua 

akibat hukum -

pidana 

terhadap  
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hadapan Penguasa  

Perang Daerah 

Sulawesi Selatan;  

orang -orang 

yang termaksud 

dalam 

ketentuan 

Pertama 

dihapuskan.  

(2) Dengan 

pemberian 

abolisi, maka 

penuntutan 

terhadap orang -

orang yang  

termaksud 

dalam 

ketentuan 

Pertama 

ditiadakan.  

Ketiga : 

Keputusan ini 

mulai berlaku 

pada tanggal 11 

September 

1959.  

3.   Keputusan 

Presiden No. 

449 Tahun 

1961;  

Menimbang : 1. 

bahwa perlu menaruh 

perhatian sepenuhnja 

terhadap keinsjafan 

orang -orang jang 

tersangkut dengan  

pemberontak Daud 

Bereueh di Atjeh, 

Menetapkan :  

PERTAMA : 

Memberi 

manesti dan 

abolisi kepada 

orang -orang 

jang tersangkut 

dengan 
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Amnesti dan 

abolisi 

diberikan 

kepada mereka 

jan g tersebut  

dalam 

ketentuan 

Pertama, 

mengenai 

tindak -pidana 

jang  

mereka 

lakukan dan 

jang 

merupakan 

kedjahatan :  

1.  terhadap 

keamanan 

Negara (Bab I 

Buku II Kitab  

Undang -

undang Hukum 

Pidana);  

2. terhadap 

martabat 

Kepala Negara 

(Babii Buku II 

Kitab  

Undang -

unda ng Hukum 

Pidana);  
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3. terhadap 

kewadjiban 

kenegaraan dan 

hak kenegaraan  

(Bab IV Buku II 

Kitab Undang -

undang Hukum 

Pidana);  

4. terhadap 

ketertiban 

umum (Bab V 

Buku II Kitab  

Undang -

undang Hukum 

Pidana );  

5. terhadap 

kekuasaan 

umum (Bab VIII 

Buku II Kitab  

Unda ng-

undang Hukum 

Pidana);  

6. terhadap 

keamanan 

Negara (Bab I 

Buku II Kitab  

Undang -

undang Hukum 

Pidana 

Tentara);  

7. terhadapan 
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kewadjiban 

dinas (Bab III 

Dan Bab V 

Buku  

II Kitab 

Undang -

undang Hukum 

Pidana 

Tentara);  

8. terhadap 

ketaatan (Bab 

IV Buku II 

Kitab 

Undangundang  

Hukum Pidana 

Tentara);  

dan tindak -

pidana lain jang 

ada hubungan 

sebab-akibat  

atau hubungan 

antar tudjuan 

dan upaja 

dengan tindak  

pidana jang 

tersebut angka 

1 sampai 

dengan 8 

diatas.  

KETIGA : (1) 

Dengan 
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pemberian 

amnesti, semua 

akibat 

hukumpidan a 

terhadap orang -

orang jang 

dimaksudkan 

dalam  

ketentuan 

Pertama dan 

Kedua, 

dihapuskan;  

(2) Dengan 

pemberian 

abolisi, maka 

penuntutan 

terhadap  

orang -orang 

jang 

dimaksudkan 

dalam 

ketentuan  

Pertama dan 

Kedua, 

ditiadakan.  

KEEMPAT : 

Dengan 

keluarnja 

Keputusan i ni, 

maka 

KeputusanKepu
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tusan  

Presiden 

Republik 

Indonesia 

No.180 tahun  

1959, No.303 

tahun 

1959,No.322 

tahun 1961 dan 

No.375  

tahun 1961 

tidak 

diperlukan lagi 

dan dengan 

Keputusan  

ini ditjabut.  

 Keputusan 

Presiden no. 

568 Tahun 

1961 tentang:  

Tindakan 

Imbanga n 

Terhadap 

Pemberian 

Amnesti dan 

Abolisi  

Kepada 

Pemberontak/ 

Gerombolan, 

yang Menyerah 

Tanpa Syarat  

Menimbang:  

bahwa tindakan 

pemberian amnesti 

dan abolisi sebagai 

pemberian ampunan 

kepada  

pemberontak/geromb

olan dalam rangka 

pemulihan keamanan, 

yang tanpa syarat 

telah menyerah 

kepada Pemerintah 

karena keinsyafan, 

hendaknya diimbangi 

dengan pemberian 

Menimbang:  

 

bahwa tindakan 

pemberian 

amnesti dan 

abolisi sebagai 

pemberian 

ampunan 

kepada  

pemberontak/ 

gerombolan 

dalam rangka 

pemulihan 

keamanan, 

yang tanpa 
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Menurut 

Keputusan 

Presiden 

Republik 

Indonesia 

Nomor 449 

Tahun 1961  

pengampunan secara 

lain kepada orang -

orang tertentu, yang 

juga telah melakukan 

penyelewengan  yang 

sama, akan tetapi 

tidak mendapatkan 

amnesti atau abolisi.  

Mengingat:  

1. Pasal 14 Undang -

undang Dasar;  

2. Keputusan 

Presiden Republik 

Indonesia Nomor 449 

tahun 1961.  

Mendengar:  

1.Pertimbangan  

Badan Pembantu 

Penguasa Perang 

Tertinggi dalam 

sidangnya  

ke-17 pada tanggal 28 

Juli 1961;  

 

2.Musyawarah  

Kabinet Kerja pada 

tanggal 17 Oktober 

1961  

syarat te lah  

menyerah 

kepada 

Pemerintah 

karena 

keinsyafan, 

hendaknya 

diimbangi 

dengan  

pemberian 

pengampunan 

secara lain 

kepada orang -

orang tertentu, 

yang juga telah  

melakukan 

penyelewengan 

yang sama, 

akan tetapi 

tidak 

mendapatkan 

amnesti atau  

abolisi.  

 

Mengingat:  

 

1. Pasal 14 

Undang -

undang Dasar;  

2. Keputusan 

Presiden 
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jang tersebut  

dalam 

ketentuan 

Pertama, 

mengen ai 

tindak -pidana 

jang  

mereka 

lakukan dan 

jang 

merupakan 

kedjahatan :  

1.terhadap 

keamanan 

Negara (Bab I 

Buku II Kitab  

Undang -

undang Hukum 

Pidana);  

2.terhadap 

martabat 

Kepala Negara 

(Babii Buku II 

Kitab  

Undang -

undang Hukum 

Pidana);  

3.terhadap 

kewadjiban 

kene garaan dan 

hak kenegaraan  
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(Bab IV Buku II 

Kitab Undang -

undang Hukum 

Pidana);  

4.terhadap 

ketertiban 

umum (Bab V 

Buku II Kitab  

Undang -

undang Hukum 

Pidana );  

5.terhadap 

kekuasaan 

umum (Bab VIII 

Buku II Kitab  

Undang -

undang Hukum 

Pidana);  

6.terhadap 

keamanan 

Negara (Bab I 

Buku II Kitab  

Undang -

undang Hukum 

Pidana 

Tentara);  

7.terhadapan 

kewadjiban 

dinas (Bab III 

Dan Bab V 

Buku  



Draft Naskah Akademik Rancangan Undang -Undang tentang Grasi, Amnesti, Abolisi dan  
Rehabilitasi  

64 
 

II Kitab 

Undang -

undang Hukum 

Pidana 

Tentara);  

8.terhadap 

ketaatan (Bab 

IV Buku II 

Kitab 

Undangundang  

Hukum Pidana 

Tentara);  

dan tindak -

pida na lain jang 

ada hubungan 

sebab-akibat  

atau hubungan 

antar tudjuan 

dan upaja 

dengan tindak  

pidana jang 

tersebut angka 

1 sampai 

dengan  8 

diatas.  

KETIGA : (1) 

Dengan 

pemberian 

amnesti, semua 

akibat 

hukumpidana  
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terhadap orang -

orang jang 

dimaksudkan 

dalam  

kete ntuan 

Pertama dan 

Kedua, 

dihapuskan;  

(2) Dengan 

pemberian 

abolisi, maka 

penuntutan 

terhadap  

orang -orang 

jang 

dimaksudkan 

dalam 

ketentuan  

Pertama dan 

Kedua, 

ditiadakan.  

KEEMPAT:  

Ketentuan -

ketentuan jang 

tersebut dalam 

ketentuan 

PERTAMA, 

KEDUA, dan 

KETIGA di  atas 

tidak nerlaku 

bagi mereka 
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jang tertangkap 

dalam gerakan 

operasi militer 

jang dilakukan 

oleh Angkatan 

Bersenjata 

setempat.  

 

5.   Keputusan 

Presiden No.1 

Tahun 1969 

tentang 

Pemberian 

Amnesti dan 

Abolisi kepada 

Orang -Orang 

yang 

Tersangkut di 

Dalam 

Peristiw a 

Awom dan 

Kawan -Kawan, 

Peristiwa 

Mandacan dan 

Kawan -Kawan 

dan Peristiwa 

Wagete-

Enaratoli di 

Irian Barat;  

Menimbang : Bahwa 

dipandang perlu 

untuk memberikan 

amnesti dan abolisi  

berdasarkan hukum 

dan keadilan terhadap 

orang -orang yang 

tersangkut di  

dalam Pe ristiwa Awom 

dengan kawan -kawan, 

Peristiwa Mandacan  

dengan kawan -kawan 

dan Peristiwa Wagete 

- Enarotali di Irian 

Barat  

yang dengan 

keinsyafan telah 

kembali kepangkuan 

Negara Kesatuan  

Republik Indonesia;  

Menetapkan:  

Pertama :  

Memberikan 

amnesti dan 

abolisi kepada 

orang -orang 

yang 

tersangkut di 

dalam tindak 

pidana  

yang 

berhubungan 

dengan:  

A. "Peristiwa 

Awom dengan 

kawan -kawan",  

B. "Peristiwa 

Mandacan 

dengan kawan -

kawan";  

C. "Peristiwa 

Wagete - 

Enarotali";  
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di Irian Barat 

yang :  

1. sampai 

dengan tanggal 

Keputus an ini 

mulai berlaku:  

a. telah lebih 

dahulu 

melaporkan 

diri, atau  

b. telah 

dikenakan 

tindakan 

penahanan oleh 

yang berwajib, 

atau  

c. dikenakan 

pidana penjara 

yang dengan 

putusan hakim 

telah atau akan 

dijatuhkan  

kepada mereka.  

2.  antara 

tanggal 

Keputusan ini  

mulai berlaku 

sampai dengan 

tanggal 31 

Desember 1969 

: 
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a. ditahan atau 

ditangkap 

dalam suatu 

gerakan 

operasi,  

b.dengan 

keinsyafan 

sendiri telah 

melaporkan 

diri; dengan 

disertai 

sumpah/janji 

setia  

kepada Negara 

Kesatuan 

Republik 

Indonesia 

menurut 

agama/kep erca

yaan  

masing -masing 

yang diucapkan 

dan ditanda -

tangani 

dihadapan 

penguasa 

setempat  

yaitu Panglima 

Operasi Wibawa 

atau Pejabat 

yang ditunjuk 
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Kedua :  

Amnesti dan 

abolisi 

diberikan 

kepada mereka 

yang tersebut 

dalam 

ketentuan 

pertama  

mengenai 

tindak -pidana 

yang mereka 

lakukan dan 

merupakan 

kejahatan -

kejahatan:  

1. Terhadap 

Keamanan 

Negara (Bab I 

Buku II KUHP); 

2 Terhadap 

melakukan 

kewajiban  

dan hak 

Kenegaraan 

(Bab IV Buku II 

KUHP);  

3. Terhadap 

Ketertiban 

Umum (Bab V 

Buku II KUHP);  
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4. Terhadap 

Kekuasaan 

Umum (Bab VIII 

Buku II KUHP);  

5. Terhadap 

Keamanan 

Negara (Bab I 

Buku II KUHP);  

6. Terhadap 

Kewajiban 

Jabatan (Bab III 

Buku II dan 

Bab V Buku II 

KUHP);  

7. Terhadap 

Pengabdian 

(Bab IV Buku II 

KUHP); dan 

tindak -pidana 

lain yang 

mempunyai  

hubungan 

sebab-akibat 

atau antar 

tujuan dan 

upaya dengan 

tindak -pidana 

sebagai mana  

tersebut pada 

angka 1 sampai 

7 diatas.  
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Ketiga :  

1. Dengan 

pemberian 

amnesti, semua 

akibat hukum 

pidana 

terhadap orang -

orang yang  

dimaksudkan 

dalam 

ketentuan 

pertama dan 

kedua 

dihapuskan;  

2. Dengan 

pemberian 

abolisi, maka 

penuntutan 

terhadap orang -

orang yang 

dimaksudkan  

dalam 

ketentuan 

pertama dan 

kedua 

ditiadakan.  

Keempat :  

Menteri 

Pertahanan -

Keamanan 

mengatu r lebih 


































































































































































































































































































